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ABSTRAK

Agribusiness development as a primary sector with make #ise ofy\plantvarie a means
“Seeds Franchising™ contract needs a suitable law |protection, to %on people
welfare This research is aimed at study the law prétection agribusi cvelopment as
primary sector with make use of plant variety potcncy 10 wsupp ople welfare. To
study “Seeds Franchising™ contract the strategy agtibusiness d pment as a primary
sector with make use plant variety potenéy fonsupport pe clfare These research
methods are normative legal studydWwhich underlings seq@a data, comparative law
methods and historic legal method gathered trom lib esearch, supplemented with
primary data from field rescafeh.” Réscarch speciﬁc?;g / Based on the research results,
the law protection of agribusiness not focus w as “single protection,” have
consequences not justice of law as business racy its impede to support welfare
people. The suitable sffdtegy agribusiness dekdlopment as a primary sector, implemented
thourgh “Seeds Franchiiging“contract wi ake use of plant variety . Challenge to

enforce suitable law and 0 enforec fi™in business to support people welfare. need
suitable law, uct for regulation % chising™ contract is “Act Law”™

Sitwagigperkembangan perekonomian global memberikan dampak nyata
bagi perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan,
mulai dari budidaya panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan.’

Paradigma baru dalam pembangunan pertanian saat ini menggunakan
pendekatan sistem agribisnis. 2 Agribisnis sebagai sektor unggulan, merupakan
cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat,

! Penjelasan atas PP No.14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindu-
ngan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Tanaman Yang Dilindungi Oleh Pemerintah,
hlm, 1.

* Sri Widodo, Peran Agribisnis Usaha Kecil Dan Mennegah Untuk Memperkokoh Ekonomi
Nasional, Liberty, Jogjakarta, 2003, hlm 2. Sistem agribisnis terdiri dari sub sistem usaha
produksi primer di usaha tani ( on-farm ), sub sistem off-farm hulu ( up stream, berhubungan
dengan input), sub sistem off-farm hilir ( down stream, berhubungan dengan produk ), dan sub
sistem penunjang/pelayanan seperti lembaga keuangan, penelitian ( penyedia teknologi baru ).



menjadi tumpuan kehidupan ckonomi sebagian besar rakyat.’ Hal tersebut
diharapkan mampu  berperan secara maksimal, memberikan kontribusi pada
perngembangan agribisnis dan prospek cerah bagi negara Indonesia, dikarenakan
kondisi daerah yang menguntungkan.* Namun yang menjadi kendala dalam
pengembangan  agribisnis dikaitkan dengan persaingan ketat adalah hasil
pertanian di pasaran dunia ( world market ). Hal tersebut menuntut peranan
kualitas produk dan kemampuan menerobos pasar menjadi semakin penting.’

Saat ini agribisnis merupakan usaha baik di bidang pertanian maupun
pengelolaan perdagangan meliputi pengolahan, distribusi, produksi pertanian,
proses dan distribusi komoditi pertanian vang telah dihasilkannya.® Oleh karena
itu upaya mengembangkan pembangunan ekonomi vyang herbasis pertanian
dengan membangun usaha agribisnis yang berkelanjutan gerla memperhatikan
keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan kompasatit™ Vang berbasis
sumber daya lokal agar mampu bersaing di pasaran jnternadional ' H@ersebut

sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Dengan demikian, d program
pembangunan hukum yang diutamakan adalalsspenciptaan yang jelas
dan tegas dalam memberikan perlindunganfdapat mem% kontribusi
terhadap peningkatan pengembangan sektér agribismis Seb% 1 sektor unggulan

bagi pertumbuhan perekonomian Indongsial

Salah satu isu penting daland Konleks, negar onesia sebagai negara
agraris, kegiatan usaha di hilang Wgribisnis diaklkan oleh sebagian besar
rakyat Indonesia,” dan pefisutamain | padi kecil, dengan  berbasis
sumberdaya alam dan sumbendaya produktifNggar pengembangan usaha yang

dilakukan oleh petani kecil perlihdiarah ada sifat kompetitif, berkerakyatan
dan  berkelanjutaii. ©leh karena i iperlukan  adanya  keberpihakan
pemerintah pada kes¢jahiteraad ‘p@ kecil dengan tetap bersifat kompetitif

pada pasar domestik dam nte %ional
aya untuk @mbuh kembangkan usaha petami  kecil dan

menengah dapat menYediakan benih dengan jaminan mutu guna
pencapaf rofluksi = vang sesuai dengan preferensi konsumen, terutama di
. saat ini langkah strategis yang ditempuh oleh Dirjen Bina
i Pefkebhan' adalah melalui  perjanjian kemitraan waralaba benih

o
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° BungdremsSiragih, Agribisnis Sebagai Sektor Utama Ekonomi Rakyat; Prospek Dan
Pemberdayaarnnya Dalam Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi  Berbasis
Pertanian, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001, hlm 90.

4 Soekartawi, Agribisnis, Teori dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, hlm. 4.
Menyatakan bahwa kondisi daerah yang menguntungkan sehingga agribisnis berkembang dan
prospek cerah, antara lain : lokast di garis khatulistiwa , maka kondisis lahan relatif subur.

® Perhepi, 28 Juni 1989 dalam Soekartawi, Agribisnis Teori dan Aplikasi ... , op.cit, him. 4.

®J.H David and R.A. Goldberg: A4 Concept of Agribusines, 1957 dalam Bungaran Saragih,
Agribisnis : Membangun Perfanion Industvi don Jasa, Suara doari Bogor, Membangun Sistem
Agribisnis, Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001, hlm. 1.

7 Soekartawi, Membangun Perfanion, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 78.

® Jeane Nelsje, Kajian Hukum atas . hlm, 23. Perlindungan hukum bertujuan mengem -
bangkan kegiatan sektor agribisnis sebagai  sektor unggulan guna menunjang sektor
agroindustri dalam pembangunan ekonomi Indonesia agar produk dapat dipasarkan kepasaran
nasional dan internasional.

® Boedi Harsono, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta ,op.cit, hlm 152.



dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan varietas unggul oleh para
petani.

Saat ini pelaksanaan pemanfaatan varietas masih pada taraf hasil
penelitian Pusat/Badan Penelitian pemerintah mengingat industri benih swasta
masih belum terlibat. Belum dimanfaatkannya UU PVT oleh inventor swasta
nasional merupakan salah satu kendala berkembangnya perjanjian kemitraan
baik waralaba, sehingga terhambatnya pula pengembangan usaha kecil
agribisnis.

Dikaitkan dengan sektor unggulan ( a leading sektor ),'° kegiatan
agribisnis dan agroindustri memiliki tujuan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Hal tersebut antara lain diperankangbleh sebagian besar
usaha agribisnis kecil dan menengah, ' merupakan kekudtan 46kondmi nasional
strategis sebagal salah satu motor penggerak pembanguniaf ekanomiggiil serta
merupakan “tulang punggung “ perekonomian £ Indonesia. Oigh
peningkatan produktivitas dan mutu oleh petani kecil “dan
menentukan  keberhasilan pengembangan £ “agiibisnis, ngaruhi oleh
keberhasilan pengembangan inovasi, terutdma dalam erbaiki  potensi
genetik varietas tanaman,'” perlu melib@tkan Nindustri<pPYrbenihan swasta agar
menunjang kesejahteraan  rdkyat, membenka Xontribusi besar bagi
pembangunan ekonomi. Sejalan  déngah el ét ebut, perlu diupayakan

pemberdayaan usaha Keeilin d 4, afien berupa memfasilitasi
terselenggaranya lingkungan usaha ™ yang eﬁ cara ekonomi, sehat dalam
persaingan, melalui perjanjian“waralaba b engan dilandasi pengaturan yang
memadai agar dapaty, memberikan p ran yang kuat dapat mengantarkan
bisnis yang  fair <.

Atas dasar latar-belakan «41 atas, penulis tertarik melakukan penelitian
tentang NGEMBAN@ AGRIBISNIS SEBAGAI SEKTOR
UNGGULA! MELALUI PERJANJIAN WARALABA BENIH

SEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT”

B. Ide agaiah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :

' Bungaran Saragih, Paradigma Baru Pembangunan EkonomiBerbasis Pertanian. op.cit.
him. 41.

"' Tbid. UKM khususnya bidang pertanian dan agribisnis merupakan potensi yang
sangat penting dan strategis dalam perckonomian mnasional. Dari segi kuantitatif, jumlah pelaku
usaha di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 40.197.611 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak
99,86 persen diantaranya adalah usaha kecil ( 40.137.773) yang sebagian besar adalah petani
di pedesaan. Sedangkan jumlah usaha skala menengah sebanyak 57.743 atau O, 14 persen, dan
usaha besar hanya 0,005 persen atau sejumlah 2095 saja. ( BPS 2001 ).

'2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004, opcit

13 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 hlm 214- 216.



1. Bagaimana pengaturan hukum pengembangan agribisnis sebagai sektor
unggulan dengan memanfaatkan potensi varietas tanaman menunjang
kesejahteraan rakyat.

2. Bagaimana perjanjian waralaba benih sebagai strategi pengembangan
agribisnis sektor unggulan dengan memanafaatkan potensi varietas tanaman
menunjang kesejahteraan rakyat.

C. Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu
menelusuri, meneliti, dan mengkaji objek  melalui asas-asas hukumnya
baik melalui perundang-undangan nasional vaitu UU _MN&R29 Tahun 2000
Tentang PVT, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 20084 mémuat Penamaan,
Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk| Pdmbuatan Varietas
Turunan Esensial, Peraturan Pemerintah RI Nog Iy, Tabuu 2 &Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varieias T&nan dan
Penggunaan Varietas yang Dilindungi Ich Pemieps %ﬁ, UU No. 9
Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. o FP Noowd T 1997 Tentang
Kemitraan, yang berkaitan dengan petigaturan P\’angkan dengan
upaya pengembangan  agribisnif " Sehasal se or unggulan dalam
pembangunan ekonomi rakydt. @
e,

{Q‘Z’

D. Pembahasan %

1. Pengaturan “Féngembanigan ibisnis Sebagai Sektor Unggulan
Dengan Memaanatian x rietas Tanaman dalam Menunjang
Kesgighteraan Rakyat

gail, agribAgnis merupakan salah satu  bidang yang

lain apabi aitkan dengan kondisi kritis ekonomi dewasa ini, dimana sektor
industri  daii"jasa mengalami tekanan berat, satu-satunya sektor yang masih
mampu bertahan dan dapat diandalkan adalah sektor pertanian, melalui
pendekatan sistem agribisnis. Hal ini berkaitan dengan kekuatan sektor tersebut
mengandalkan pada sumberdaya alam ( resources base ) di Indonesia dan
menggunakan bahan kandungan impor vang relatif rendah. Oleh karena itu,
dalam jangka pendek program yang mendesak dan harus menjadi prioritas
adalah memantapkan swasembada pangan bagi rakyat, menghasilkan devisa

Y Revitalisasi  Pertanian Bab 19, RPIMN , Program Pengembangan Agribisnis,
Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009. Sinar Garfika, 2005, hlm 204.



negara, mendukun% agroindustri, dan agribisnis serta memantapkan ketahanan
ekonomi nasional.’

Menghadapi hal tersebut pembangunan sektor pertanian dengan
pendekatan agribisnis diharapkan mampu berperan secara maksimal untuk
mengatasi dampak gejolak  krisis moneter terutama dalam  memberikan
kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pokok, meningkatkan devisa melalui
peningkatan ekspor serta mengurangi impor. '°

Pengembangan agribisnis bermanfaat dalam pembangunan berkelanjutan
karena bidang agribisnis merupakan sektor unggulan dan bermanfaat bagi rakyat
terutama petani di desa-desa memiliki keunggulan.'” Hal itu karena bidang ini
merupakan sektor penunjang utama kebutuhan rakyat, walaupun.kurang ditunjang
oleh hukum yang pasti dan konsisten, namun tegar terhadap goticangan, walaupun
dalam masa krisis.

Sektor pertanian, dengan pendekatan agribisnigmmentinjukian kewpggulan
dan ketahanan terhadap krisis perekonomian sepertl yangterjadi ini. Oleh
karena itu dalam menata kembali perekonomian dmgonesia telah ditegiipkan antara
lain bahwa sektor pertanian harus menjadif motor pengg perekonomian
nasional, karena kuat mengakar pada dumber daya stik yang tidak
terpengaruh oleh gejolak eksternal.'®

Walaupun ditinjau dari s€oi institusi penang@agnblsms tersekat, dan
dari pengaturan tumpang tindii, harmiundperan pe agribisnis sebagai sistem
secara keseluruhan masih dkan dapat berla,njut al tersebut dapat dipandang
dari beberapa segi, antara“laim, St Adifi mengatakan bahwa walaupun
hukum yang mengatur agribisiis padau a berupa kebijakan yang terputus
namun sumber utaifia pertumbuhan %&J‘m nasional berupa agribisnis yang
selama ini adalah KonSumsi merupakan komponen utama yang
menunjang ekonomi nasional. %&tu disebabkan karena bahan-bahan pangan
dihasilk sektor ekon rakyat ini. Apabila ketentuan hukum yang
mengaglirnya) dit§a dengan ba¥k dan mengandung kepastian maka para ahli

._..

yang menampung kaidah agribisnis belum difokuskan dalam
satu undangguméang. Saat ini  kaidah hukum agribsinis ditampung dalam

> Jeane Neljte, Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor
UnggulailaéPenunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas. Desertasi, 2004, him 228.

ibid

"Bungaran Saragih, Paradigma Baru Pembangunan Fkonomi Berbasis Pertanian.op.cit.
hlm 90.

"®Konsepsi Pengembangan Agribbisnis Dan Aghroindustri Berbasis UKM dan Koperasi,
mPusat Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan Badan Agribisnis Departemen
Pertanian, 1998.

'° Bungaran Saragih, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian ...
Op.Cit, Hlm. 145.

*% Sri Adiningsih, ... op.Cit, hlm. 9.

*! Data BPS, Jakarta, Tahun 2002. Nilai ckspor meningkat dari sebesar US$ 25,67 milyar,
sekitar 55,6 persen atau US$ 25,3 milyar pada tahun 1990 yang semakin meningkat sampai saat
ini.



bermacam perundang-undangan. Kaidah hukum  yang diperlukan untuk
mengatur agribisnis adalah kaidah hukum yang secara khusus lebih tinggi
dari peraturan pelaksanaan, untuk mencapai harapan  yang diinginkan
pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan
bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi
tingkatannya. Akibat kaidah yang lebih tinggi dari ketentuan mengenai
pengembangan usaha di bidang agribisnis belum diatur secara khusus, maka
pengembangan agribisnis mengalami hambatan. Berbeda halnya di negara-
negara lain, yaitu Thailand, Jepang, dan Malaysia, saat ini  berhasil
meningkatkan pengembangan agribsnis dalam program khusus,”

Selanjutnya hukum khusus mengatur  cara pefigcmbangannya, dan
telah memfokuskan program pada peningkatan industridSaat ihi, misalnya

ketentuan hukum yang khusus mengatur pelaksanaan,, perfjan]ian itraan
agribisnis, hukum yang lebih komprehenshif mengatur fnouast ek varietas
tanaman.

Dengan demikian, pemenuhan syarat pembentuka um  ditinjau
dari segi yuridis bersifat mengikat Merupakarn das{%’bagl pemerintah
melakukan inisiatif pembuatan undangsiifidangnatau @empurnaan terhadap
undang-undang agar mengikat gara fpelakin wsakha snis, utamanya dalam
melindungi kelompok usahas petani kecil = di “desa agar ikut berperan
dalam mendukung ksejahtéraan “ekonomiaak &ngan disertai pengawasan
pemerintah. ({

Selain syarat yuridis tefsebut, unt @emenuhi kriteria sebagai hukum
yang memadai, diperlakan penlmba@r dari segi  sosiologis, dan filosofis.
Hukum yang memadal menufut anan mengandung tiga unsur penting

yang tercakup dalam suati u@mdang yaitu kaidah-kaidahnya adalah sah

secara h al validity), erlaku secara memadai, karena dapat diterima
oleh at§ecata wajar ¥an berlaku dalam jangka panjang. Unsur-unsur
terseb, unsul yuridis, sosiologis, dan filosofis. Agar undang undang

agribi§nis antaat diperlukan unsur sosiologis dan filosofis,**  yaitu

dimana undéng akan diberlakukan.

Dasag fil@sotis yaitu dasar cita yang diharapkan atau dicita-citakan oleh
masyarakat tersebut, misalnya Indonesia memiliki rechtside, yang dibiarkan
tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang bersifat filosofis, yaitu
Pancasila. Nilai-nilai yang tercakup dalam Pancasila yang telah lama berkembang
dalam masyarakat Indonesia, mengandung karakter demokratis.

Kurang konsistennya, dan kurang kepastian sarana hukum yang bersifat
demokratis usaha dapat merupakan salah satu faktor penghambat tujuan
kesejahteraan rakyat yang diinginkan pemerintah. Sesuai dengan yang dikatakan

*2 Jeanny, Kajian Hukum, Op.cit.

> Bagir Manan, Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill Co. Jakarta, 1992, Hlm.
13-15.

' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Anak Agung Lesmana bahwa apabila pemerintah ingin mensejahterakan rakyat
melalui bidang agribisnis, rakyat harus didukung melalui penerapan hukum yang
mengandung prinsip keadilan dan demokratisasi usaha.” Hal tersebut
mengandung arti bahwa seluruh lapisan rakyat sampai pada lapisan paling bawah
dapat menikmati hasil pembangunan melalui usahanya sendiri, dan peran
pemerintah dibutuhkan guna perwujudannya.

Mohammad Koesnoe mengatakan bahwa prinsip demokratisasi usaha
merupakan dasar perlindungan bagi pelaksanaan kegiatan usaha agribisnis.*
Cakupannya pada pertanian, agroindustri, dan jasa yang menunjangnya, seperti,
penelitian, dan pendidikan, merupakan sektor unggulan pembangunan ekonomi
yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak, pada umumnya adalah petani.

Sebagai negara kesejahteraan, maka dalam programgeiiibangunan hukum
yang diutamakan adalah penciptaan hukum untuk perlindingat hukbm tersebut
adalah bertujuan mengembangkan kegiatan di sektossagribisnis/Scbamai sektor
unggulan guna menunjang sektor agroindustri atdu induste ola ﬁrtanian
dalam pembangunan ekonomi Indonesia agar hasil produksi da asarkan ke
pasaran nasional dan internasional.

Mochtar Kusumaatmadja mengemul@kan bahwa huh@ﬁerfungsi sebagai
sarana dalam menjawab tantangan sertadé€butuhan mas at dimana hukum itu
berlaku.?” Pelaksanaan pembangufiandiukuin dapat b }ngm dan bermanfaat bagi
pembaharuan masyarakat dal@im pengelolaan usaha“secara tertib, dari sistem
tradisional ke sistem m@dern denganadeknelogi tinggi. Hukum tersebut
mengandung aspek sosial yaill, unsur-uisur, ataan dalam masyarakat yang
sedang berubah dalam perdagangan dunta pan-harapan yang diinginkan oleh
masyarakat, serta tujuan.yvang akan dicqg?falam pembangunan.

Pengembangan @gribisnié da ningkat guna menunjang sektor industri
(agromdustrl) apabila hukum vya engaturnya dapat menampung tiga ciri di

atas, agribisnis menampung aspirasi masyarakat sesuai nilai-
nilai itu "keadilan™berusaha, mengandung keinginan dan harapan
peme encdpaian pembangunan.

tefsebut mengandung  aspek kontraktual, agar para
pihak § dapat enfukan keinginannya, sebagaimana juga dikatakan oleh Mark
Galanter$ mémberikan persyaratan secara umum sebagai aturan bagi para

pihak melaksanakan usaha, dan menampung harapan bagi para pelaku agribisnis,

* Anak Agung Lesmana, Hukum Bersifat Mengayomi Usaha Kecil, RajaGrafindo,
Jakarta, 2002, Hlm. 29.

** Moh. Koesnoe, Identitas Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1997, Hlm. 27 :
Pasal 33 UUD 45 mengandung prinsip keadilan berusaha yang merupakan implementasi
diterapkannya keadilan sosial bagi kegiatan usaha agribisnis guna mencapai kesejahteraan
masyarakat petani di desa-desa.

7 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional.
Binacipta, Bandung, 1976, Him. 11.

*% Ciri-ciri hukum modern yang dikemukakan oleh Mark Galanter dapat ditemukan dalam
tulisan Aswab Mahasin editor, Pertumbuhan Hukum Nasional dan Perubahan Masyarakat:
Sebuah Perbandingan: Ciri-Ciri Hukum Modern Mark Galanter, 1dentitas Hukum Nasional, UII
Press, Yogyakarta, 1989, Hlm. 199.



dapat menunjang pembangunan dan memasarkan hasilnya di pasaran internasional
berdasarkan kesepakatan mereka.

Sesuai dengan pendapat John Naisbitt,” yang mengemukakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut adanya penerapan demokrasi
yang lebih luas. Penerapan demokrasi tersebut diperoleh  dari  keikutsertaan
rakyat, misalnya dalam agribisnis, guna menunjang kesejahteraan rakyat.

Hukum agribisnis dapat berfungsi dengan baik apabila hukum yang
dipandang secara luas adalah asas-asas/kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan
manusia dalam masyarakat dan lembaga-lembaga (institutions), dan proses-proses
(process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam
kenyataan. 30

Institusi yang berkaitan dengan pengelolaan agiibisnis antara lain
industri benih, lembaga penelitian, lembaga keuangan, lémbiga pemasaran ,
dan kelembagaan lainnya yang dapat merangkum selwruh /bagidn segara utuh
sehingga dapat mendukung pengembangan agribighis §ebagal sis ?aan dapat
berfungsi pula dalam meningkatkan daya sainggagtibisnis d?{? engelolaan
agribisnis sebagai sektor unggulan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja diendaknya hulcu.@ itentukan sesuai
dengan keberadaan masyarakat yang akdh, tiemanfa @nya hukum tersebut
sebagai sarana ketertiban usaha.**¢ Hikum' yang me@[ kebutuhan usaha kecil
yang dibutuhkan petani di degfi-desa tidék ditentykansecara konsisten.>?

Padahal selain kontibusi sektor welon rakyat yang besar dalam
perekonomian nasional, terniyata, sellon(ers 0%tlsih menampilkan sisi yang
kurang menggembirakan apabila dil'lca siapa yang menikmati hasil
pembangunan,” yaftu Spetani dan bu @'ri, merupakan kelompok masyarakat
yang tergolong terendah pendapata:ﬁ'l&). Krisis ekonomi di Indonesia setidak-
tidaknya mengingatkan bangsalﬁvnesia untuk memperhatikan secara lebih
an agﬁbisniﬁﬁonal.ﬂ
opEmalaya pentbinaan dan pengembangan pengelolaan usaha
abkan sémentara pemerintah membenahi sektor usaha yang masih
tertatih-tatidiWajjbkan untuk berlari atau bersaing. Keadaan ini berakibat hasil

% John Naisbitt, Global Paradoks, Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat
Perusahaan Kecil (Alih Bahasa Budijanto), Bina Aksara, Jakarta, 1994, Him. 32.

3 Mochtar Kusumaatmadja, ... Op.Cit, Him. 11.

*! Mochtar Kusumaatmadja, ... Op.cit, him. 11.

’* Jeane Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor
Unggulan Penunjang Industri Pada Fra Perdagangan Bebas. op.cithlm 224. Misalnya
Ketentuan untuk pemberian subsidi pupuk tanpa pengaturan harga pemasarannnya. Akibat
pupuk yang disubsidi tersebut hasil melimpah, namun tidak sesuai dengan harga jual, dan
hal tersebut menghambat usaha kecil menikmati nilai yang sesuai.

» Data BPS, Angkatan Kerja Agribisnis, Jakarta, Tahun 2000-2004. Dari 70 %
angkatan kerja nasional yang terlibat dalam scktor agribisnis, sekitar 38 % juta jiwa atau 54
% terlibat pada agribisnis usaha tani.

** Jeane Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor
Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas .... Op.cit ..hlm 224,



yang dicapai belum dapat diharapkan. Petani di desa masih mengalami produksi
yang berlebihan, berakibat harga semakin menurun.*

Strategi pengembangan agribisnis diarahkan pada produksi yang lebih
meningkat baik di pasar nasional maupun internasional. Apabila hal itu terjadi,
maka akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Hasil pembangunan
akan dirasakan baik oleh pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha besar.
Hal itu dapat diindikasikan dengan lebih tertampungnya tenaga kerja,
meningkatnya alih teknologi, majunya ekspor yang akan meningkatkan devisa
negara, peningkatan ekonomi terjadi dan kesejahteraan terjamin.*®

Tantangan yang dihadapi dalam rangka globalisasi yang menuntut
kemandirian agar dapat bersaing dalam era pasar bebas, pemerintah masih
memerlukan waktu untuk membina dan mengembangkafi tisaha, kecil untuk
dapat mandiri dan dapat bersaing dalam era pasar bebas;

Permasalahan sektor pertanian dalam menghadapi /Merbdgai bahan
sebagai akibat dari globalisasi antara lain®’ sémtakifhy, - terb a pasar,
meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian _gamg berlandas mekanisme
pasar ( market oriented policy ) dan menifigkatiya per ﬁ@ﬁ serta makin
berperannya selera konsumen ( demand driven ) dalam m&%ltukan aktivitas
di sektor pertanian.

Hal tersebut menuntut pfodull yang diliasil \unggul bermutu tinggi
harus diupayakan secepatnyal dengan duelihal ~daf* menggali faktor-faktor
pendukung yang dimilikiantara 18in (potefisi gﬁner daya alam dan sumber
daya manusia, variabilitas “biogeolisik, {ck i, kelembagaan pemerintah dan
kelembagaan industri swasta seita kondist ksi varietas tanaman.

Pengalaman™ selama 11l jukkan bahwa wupaya pemenuhan
kebutuhan varietas ungeml befmuty \b¥rbagai komoditi untuk segala macam
kondisi dalam jumlah cukup, %ggsempat, tepat waktu, murah dan terjangkau

oleh us keeil atau esar, masih jauh dari harapan. ** Padahal
peningllatan prodktivitas dam™ mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
peng iflovasl Sektor agribisnis akan meningkat, apabila produk

Kempengsokn mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun terakhir, Thailand
telah membuktikan diri sebagai negara agraris tangguh.” Negeri itu selalu

** Jeane Neltje, Jeanne.. Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis

Sebagai ;S’Gektor Unggulan Penunjang Industri Pada FEra Perdagangan Bebas .... Op.cit ..hlm 225
Ibid.

3 Revitalisasi Pertanian Bab 19, RPJMN , Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Sinar Garfika,
2005, hlm 196.

** Achmad Baihaki, Upaya Mendorong Dan Menciptakan Lingkungan Kondusif Bagi
Tumbuhnya Industri Perbenihan, 16 Juli 1996, hlm 1.

*° Penjelasan Peraturan Pemerintah NO. 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pengalihan Perlindungan Varietas Tananaman Yang Dilindungi Pemerintah,ibid

% Kempongsokn, Peranan Pemerintah dan Pengembangan Agribisnis, Terj. Budianto,
Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 3.
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memunculkan produksi hasil pertanian baru sebagai varietas unggul baru
tanaman. Bukti paling nyata adalah sejumlah nama produk hortikultura yang
berakhiran dengan kata Bangkok. Misalnya, jambu atau durian Bangkok.

Bila dibandingkan dengan petani Indonesia, sebenarnya petani Thailand
tidaklah terlalu istimewa. Cara kerja mereka tidak terlalu canggih. Hanya
lingkungan kerja kondusif  sebagai pembedanya. Petani Thailand tidak
mempunyai masalah yang berkaitan dengan bibit unggul baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Departemen Pertanian dan pengusaha berada di garda paling
depan untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan para petani. Penelitian untuk
mencari varietas unggul tanaman telah menjadi keharusan di Thailand.

Akses ke pasar dunia bagi para petani Thailand sudah_terbuka lebar. Saat
ini sudah merambah Eropa, AS, Jepang, Taiwan, Hong long Singapura dan
Indonesia. Selain menampung hasil produksi, eksportir Bertinfak putla sebagai
salah satu pemberi informasi kepada petani baik menyanekuf pasal mawgun jenis
komoditas yang diinginkan pasar.

Indonesia sebenarnya bisa menjadi pesaimg bagi Thaila
hasil pertanian tidak tertinggal jauh. Bahkan Iddonesia, memil; unggulan dari
segi beragamnya komoditas yang bisa dijudl Akses pasar i petani Indonesia
belum terbuka. Namun demikian pengemianganiya m rhambat akibat tidak
tersedianya jaminan perlindungad hukuim, lembag amping yaitu industri
perbenihan swasta belum banyak terlibat‘dalam p an varietas tanaman.

Oleh karena itu, hulimn “Wempakantsar etertlban untuk memberikan
perlindungan bagi para pelakihusaha agribi para inventor varietas tanaman,
merupakan strategi untuk mengesahkan ée@ alnya peningkatan pengembangan

ena produk

agribisnis sebagai“§ektor unggulan jang kesejahteaan rakyat merupakan
hal yang sangat krussial

3

2, n Warala enih  Sebagai  Strategi Pengembangan

Kesejahteraan Rakyat.

gun@n agribisnis yang berbasis pertanian merupakan bentuk
pendekataiipalifig tepat bagi pembangunan ekonomi,”’ menunjang kesejahteraan
rakyat. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian
nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional tetap berbasis
pertanian secara luas yaitu kegiatan agribisnis dan agroindustri akan menjadi
salah satu kegiatan unggulan ( @ leading sektor ) ** pembangunan ekonomi
nasional.

' Sri Widodo, Peran Agribisnis Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Memperkokoh
Ekonomi Nasional, Liberty, 2003, hlm42. Pembangunan ekonomi nasional — memerlukan
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain potensi dan keunggulan sumber daya
yang dimiliki, kondisi lingkungan strategis, sasaran yang akan dicapai dan strategi yang akan
digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.

* Bungaran Saragih,Paradigma Baru Pembangunan EkonomiBerbasis Pertanian. op.cit.
him. 41.
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Sebagai the leading sector,” sektor pertanian memiliki tujuan
pembangunan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan sebagai
comparative advantage, terutama kekayaan sumber daya alam yang melimpah,
sektor pertanian merupakan tumpuan hidup dan hasil pertanian merupakan
kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sektor pertanian dan usaha agribisnis
sebagian besar tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ),
dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara riil sebagai penyedia
lapangan kerja, pembentuk produk domestik bruto (PDB), dan menyumbang
devisa negara.

UMKM agribisnis merupakan kekuatan ekonomi yang strategis dalam
perekonomian nasional, dengan jumlah yang sangat besar_dan menyebar ke
seluruh  pelosok pedesaan. ** sebagai  salah satyl “moter penggerak
pembangunan ekonomi riil dan tidak rentan terhadap gejolak eloniomi™. Peranan
UMKM merupakan “tulang punggung “ perekonomians Indénesid.

Sejalan dengan  hal tersebut, maka perly’ ‘diupayakan erdayaan
UMKM berupa memfasilitasi terselenggaranyagalinigkungan us ang efisien
secara ekonomi, sehat dalam persaingan,”” mélalul jaringanyfshaa antara lain
melalui  perjanjian  kemitraan usaha, €€fitama bagi.kb oditas unggulan
berdaya saing tinggi yang diperankan@leh, kontribus'@ensi varietas unggul
tanaman dengan dukungan hukuml yang memadal ‘@ ga tumbuh nilai-nilai
keadilan, ketertiban yang berdémokr{is.

Hubungan hukum dalam™ pes dnjia kgg&aan mengatur antara lain
bentuk dan lingkup  kegiatan usaha ke.@ an, hak dan kewajiban,*
diatur dalam PP No. 44 Tahun 1997 Ten ﬁ@ Kemitraan sejalan dengan prinsip
umum dalam perjaiijian, bahwa Kebeb é’ sebagai ide dalam penyelenggaraan
kontrak . ¥

Setiap manusia Hempun ﬁ\ hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam
pungan  kemit agribsinis kedua belah pihak mempunyai

, Peran Agribisnis, hlm. 42.
khususnya bidang pertanian dan agribisnis merupakan potensi yang

99,86 perse ntarafiva adalah usaha kecil ( 40.137.773) yang sebagian besar adalah petani
di pedesaan.“Sedafigkan jumlah usaha skala menengah sebanyak 57.743 atau O, 14 persen, dan
usaha besar hanya 0,005 persen atau sejumlah 2095 saja. ( BPS 2001 ).

*ibid, hlm 47i. Di pedesaan scbagai motor penggerak perckonomian hanyalah usaha
kecil, koperasi dan usaha mikro, sedangkan usaha menengah dan usaha besar berkonsentrasi
di kota baik perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, dan perusahaan swasta yang
jumlahnya sangat terbatas.

*® ibid. Hal ini bisa dibuktikan dalam era krisis moneter yang melanda Indonesia pada
tahun 1997. Perusahaan besar dan perbankan saat itu collapse dan dilikuidasi, namun UKM
mampu bertahan dari krisis ckonomi. Bahkan UKM berkembang pesat terutama produk-
produk yang berorientasi ekspor yang sepenuhnya menggunakan sumber daya lokal.

7 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005....op.cit, hlm 214- 216.

* Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

* Roscou Pound, dalam Jeanne.op.cit, him 22-23. Roscoe Pound mengatakan bahwa
tujuan diterapakannya prinsip ini adalah untuk memelihara dan mengembangkan akal budi
manusia dalam penguasaan atas alam diluar dirinya dan mengendalikannya agar bermanfaat
bagi dirinya danbagi orang lain
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kedudukan hukum setara.® Usaha menengah tidak diperkenankan memiliki dan
atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. >'Oleh karena itu diperlukan
adanya perlindungan negara, sebagai hak rakyat’® dan pemenuhan janji untuk
taat sesuai dengan kontrak yang dilakukannya sesuai dengan prinsip pacta
sunt servanda > yang dituangkan dalam kebebasan berkontrak. Konsep tersebut
sejalan pula  dalam konsep hukum baru “Welfare State* ( negara
kesejahteraan ) dimana pemerintah diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan
kesejahteraan umum,’* sehingga negara ikut campur dalam kegiatan anggota
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dengan tujuan
menciptakan kesejahteraan melalui hukum sebagai sarana ketertiban, keadilan
melalui hubungan hukum kemitraan usaha. Negara berfungsisebagai penunjang
dalam mencapai kesejahteraan rakyat guna melancarkan gisatia agar terhindar
dari hambatan - hambatan ketidak adilan.™

Di negara berkembang seperti Indonesia, Jbhidang agiibisms, sangat
memerlukan perlindungan pemerintah karena sekfor inh, tdak &berdaya
tanpa bantuan pemerintah.”® Negara  wajib smelindungi. tha kewajiban
ekonomi masyarakat,”’ yaitu kesejahteran séluruli masyarakity  berlaku bagi
negara Republik Indonesia.” Oleh karena €l pertumbith konomi diarahkan
pada  peningkatan daya saing,penis@iatan produk@s dan nilai tambah
produk pertanian untuk peningkatén késcjahieraan petagy

Peningkatan tersebut diarahkan gpada aks ﬁani yaitu sumber daya
produktif seperti antara ldin teknologi mend@ peningkatan standar mutu
komoditas melalui potensi ™ Vasietas tanamg\: dilakukan melalui perjanjian
kemitraan antara pengusaha Kecil “de pengusaha besar dalam upaya
mensejahterakan p&gusaha kecil yaituﬁnjian Waralaba.“

3

: n, Teori Da\}?iafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum,
Terj. Mghama ifitf, Raja Grafindo, Jakarta, 19996, hlm 70-71.
26fayat (2) jo Pasal 31 UU NO. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. hal

tersebul tertu pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
> W. Qriedgfin, Zeori Dan Filsafat Hukum, opcit. Grotius adalah penganut hukum alam
yang m i apg dengan akal manusia mengemukakan tentang hak rakyat menerima

garaddan pemenuhan janji untuk taat sesuai dengan kontrak sosial yang
dilakukannya

> ibid.

> Marbun dan Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Adminsitrasi Negara, Libertiy, 2002 hlm
44.-45 Di dalam negara modern “Welfare State “ tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga
malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat schingga
kesejahteraan bagi semua orang terjamin . Dengan demikian pemerintah harus memberikan
pelindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, namun dalam bidang sosial
ckonomi schingga kesewenag-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.

>* Jeane Nelsje.op. cit, hlm 32.

> Sarasin Viraphol, Chalange of Agribusniness, Developing Countries Challenges for
Thailand in Agribusness Developing, Agribusiness Management Press, Thailand, 2002, P.3. Dalam
Jeanne opci.hlm 133.

> Padmo Wahyono,Pengembangkan Hukum Dilndonesia,Ind-Hill-Co,Jakarta,hlm32-33.

¥ Padmo Wahyono, Pengertian Tentang Negara Hukum Alumni, Bandung,1992, him 43

% Sri Soemantri,, Bunga RampaiTata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm 43

' Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, opcit, hlm 27 .
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Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti istimewa atau lebih
dan “laba” berarti untung. Jadi, waralaba berarti usaha yang memberikan
keuntungan lebih/istimewa.

Henry Campbell Black® dalam Black’s Law Dictionary memberikan
pengertian mengenai franchise ( waralaba ) sebagai berikut :

“Franchise is a license from owner of a trade mark or trade name

permitting another to sell a product or service under that name or

mark.”

Waralaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang
yang mengijinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa layanan di
bawah nama atau merek tersebut.®

European Code of Ethics for Franchising memberikafi dolitlisi Francising
sebagai berikut :

“... the right entiles and compels the dindividhal ﬁa/?h/see, in
exchange for adirect or inderect finanficll consideratiQinio use the
Franchisor’s trade name, and /or trqdes mark “and/ rvice mark,
know-how, business and technical [wiethods, proc igpal system, and
other industrial and/or intellectual property %Zs* supported by

continuing provision of comméiial and fec | assistance, within

the framework and e fiernt ofy a@w Jfranchise agreement
concluded between plirties for dins purppseN®

Francising  adalah hak ™ yang me‘\gﬁﬁan dan memperbolehkan

individual franchisee untuk' menggunakan a dagang franchisor dan atau

merek dagang dan atau jasa, ata, cara ﬁg melakukan bisnis dan metode
teknisnya, sistem Prosedural dan at éhak atas kekayaan intelektual dan
industrial, yang didukungs, olel ba.n,gg{ teknis dan komersial secara terus
menerus, didalam kerangka ke \dan yang sesuai persetujuan franchise
tertulis, uat ‘oleh pap@ak untuk tujuan ini .

oy"! menyardkan bahwa menurut kajian hukum, waralaba

meru
an | legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk
an  suatu produk/jasa dari pemilik ( pewaralaba ) kepada
aind( terwaralaba ), yang diatur dalam aturan tertentu.

Wasalaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang
yang mengijinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa layanan di
bawah nama atau merek tersebut.®’

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,
mendefinisikan sebagi berikut :

°' Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Ed., West Publishing Co., St.
Paul Minn., 1990, him 658.

% Ibid.

® ibid

® Amir Karamoy, Sukses Usaha Lewat Waralaba, PT Jurnalindo Aksara Grafika,
Jakarta, 1996.hlm 3.

® Ibid.
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“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
maupun badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam  rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti
berheélésil dan dapat dimanfaatkan dan/atau  digunakan oleh pihak
lain.

V. Winarto memberikan pula definisi waralaba sebagai berikut :
“..adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya
kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah
dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan,
khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa
langsung kepada konsumen.“®’

Dengan demikian perjanjian waralaba tersebut merug@kan sSsatu hubungan
kerjasama antara para pengusaha baik pengusaha kecill méricngah maupun
pengusaha besar dengan tujuan saling menguntungkan, pada dasarnw, secara
umum mengacu kepada Buku III KUH Perdata.

Dikaitkan dengan pasal 1313 KUH Perdatas Perjanjian ba varietas
tanaman/benih yang saat ini  diselenggarakag oich Binas P% unan Deptan,
merupakan suatu perbuatan hukum di mafa pemberi.& ralaba ( penghasil
varietas  unggul ), °®® mengikatkang@ifi, ‘dehgan erima  waralaba (
petani/asosiasi petani/koperasi MPTE dinas) wntuk manfaatkan dan atau
menggunakan varietas unggul tananian gebagal salal® satu HKI  yang dimiliki
pihak pemberi waralaba déngan™ suatu imbéalan rdasarkan persyaratan yang
ditetapkan  pemberi waralabay, tersebut. P diaan atau penjualan variertas
tersebut disertai pembinaan dan penge§ an oleh usaha menengah atau

|

usaha besar dengail memperhatikan fp saling menguntungkan.®
Selanjutnya hal yang paling mendasar untuk menentukan adanya
suatu  perjanjian _waralaba varighs tanaman/benih  tersebut yaitu perlu
i i at ', sahnya rjanjian  yang tertuang dalam Pasal 1320
KUHPgrdat lam  perjanji&h waralaba, kesepakatan dan kecakapan tersebut
} A\ ofeh para pihak yaitu pemberi waralaba dan pihak penerima
waralgba. OFj  teffentu yaitu objek yang menyangkut perjanjian waralaba

®Pasal 1 ayat (1) PP RINo. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

7'V, Winarto, “Pengembangan Wralaba ( franchising ) di Indonesia Aspek Hukum
dan Non Hukum” dalam Juajir Suvamardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perubahan
Transnasional, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995, hlm 9.

% Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 Tetang Usaha Kecil, menyatakan bahwa kriteria usaha
kecil adalah antara lain memliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- ( dua ratus
juta rupiah ), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

% Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah  suatu
perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain
atau lebih. Bdgk dengan Pasal 1 ayat (1) PP RINo. 16 Tahun 1997 Tenfang Waralaba dan
Definisi Franchising dari Henry Campbell Black. Bdgk pula dengan Pedoman Pengembangan
Waralaba Benih Tanaman Perkebunan, Direktoran Perbenihan, Dirjen Bina Produksi Perkebunan
Deptan, Jakarta,2003, hlm 5.

" Johannes, Hukum Bisnis, op.cit. hlm 44.
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agribisnis dalam kajian ini adalah  benih tanaman’/ varietas unggul,
merupakan hasil teknologi varietas unggul, dimiliki oleh pemberi waralaba.

Hal penting yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah
adanya sepakat antara pihak pemberi waralaba dalam hal ini adalah penghasil
varietas  unggul tanaman dengan penerima waralaba adalah swasta/
penangkar/asosiasi  petani/ koperasi komoditi/ UPTD Dinas mengandung arti
kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan saling berprestasi
membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi pihak-pihak
yang secara bisnis dapat diandalkan kerjasamanya, kemampuan manajerialnya
untuk bersama sama membangun kerjasama agribisnis.

Tuntutan tersebut menjadi ukuran dalam menentukan unsur-unsur
pokok kesepakatan, persyaratan, hak dan kewajiban para pih@k™ yang dituangkan
di dalam klausula suatu perjanjian waralaba benih. Oleh [Karefia iti » perjanjian
tersebut harus disusun dengan sangat cermat agar = kErjasama ggribisnis
yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihalf secaray seimb

Persyaratan yang harus dipenuhi olehguiniasing-masi
bermitra dalam perjanjian waralaba benih, adalali Sebagai b ;

a. Pemberi waralaba harus pemilik vdrietas unggul/h T menyediakan

benih sumber (benih penjenisdl feknologi dar)\@‘nbingan produksi
benih, serta memiliki aflodal §

b. Penerima waralaba héirus berpengalaman% gai produsen benih,memi-

liki lahan usaha dan‘memiliki modal,

Sejalan dengan pendapat Johantes 1l Yr’n, dan pengaturan Pasal 5 PP
No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralabs, "Cd¥am perjanjian  waralaba benih
perkebunan, muatart! Elausula-klausula a lain sebagai berikut:”*

. jenis usaha “Wasalaba ben% g dikerjasamakan, volume dan lokasi.
b. andil masing-niasing pi alam pengadaan sarana usaha.

j a0 mytu  dari pemberi waralaba.
produksi dar&andar kualitas dari pemberi waralaba.

o

adalali semua bentuk bahan tanaman dari proses generatif berupa biji,
yvang merupakan hasil pembuahan sel telur dan sperma maupun sebagai biji hasil rekayasa
manufaktural ( sintetik ) yang digunakan untuk tujuan penanaman

’* Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia
Modern, Refika Aditama, Januari, 2004, hlm 135.

7 Johannes Ibrahim &Lindawaty Sewu, HukumBisnis op.cit. menguraikan bahwa dalam
perjanjian waralaba minimal terdapat klausula-klausula utama antara lain : objek vang di-
Jranchise-kan, tempat dan wilayah franchise, pelatihan dan bantuan teknik dari franchisor ,
standar operasional, klausula kerahasian, pertimbangan keuaangan,, hak untuk menggunakan
nama dan merk dagang. Bdgk dengan Pasal 5 PP No. 42 tahun 2007.

"Pedoman Pengembangan ~ Waralaba — Benih ~ Tanaman Perkebunan, Direktorat
Perbenihan. Dircktorat Jenderal Bina Produksi Pertanian. Jakarta, 2003, hlm 6. Bdgk dengan
Jenis usaha waralaba meliputi tiga jenis usaha yaitu :

a. Usaha untuk menghasilkan varietas unggul.

b. Usaha untuk menghasilkan benih sumber berupa kebun Induk, kebun Entress atau
kebun perbanyakan.

¢. Usaha untuk menghasilkan benih sebar atau bibit siap salur.
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f penyediaan teknologi, pelatihan, dan pengawasan mutu produksi.

g. hak dan kewajiban para pihak.

Klausula-klausula tersebut dituangkan dalam bentuk ikatan perjanjian
tertulis berlandaskan pada “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam
Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata melahirkan bentuk perjanjian baku/perjanjian
standar/standard contract.

Muatan klausul-klausul perjanjian waralaba benth sudah dibakukan
dan persyaratan telah ditetapkan pihak pemberi waralaba dalam penyediaan
benih unggul tanaman” dalam dunia bisnis bentuk perjanjian tersebut
dinamakan perjanjian baku/perjanjian standar/standard contract.

Dalam perjanian waralaba benih yang belum dibakukan adalah hanya
beberapa hal, misalnya yang mengangkut harga, jumlah{ tcmpat, waktu , dan
beberapa hal yang specifik dari objek yang diperjanjikar. *

Perjanjian waralaba varietas tanaman telah _disiapkan £ olelwpemberi
waralaba baik industri perbenihan pemerintah fmaupon industg\perbenihan
swasta yang memiliki kedudukan ekonomi yamg kuat, Sehi penerima
waralaba yaitu petani, asosiasi petani maupun’ KOperasi yan ‘sﬁngkali berada
pada pihak yang lemah hanya memdiliki dua pilihank menyetujui atau
menolak ( fake it or leaveit). Q

Namun demikian, bagaim@naptin pihak pene@a aralaba masih diberi
hak untuk menyetujui ( faké i) ‘atad  menol janjian ( leave it ) yang
diajukan kepadanya. Dalaifi ~konttak 197z dimuat syarat-syarat yang
membatasi kewajiban pemben, waralaba ih, maka dimungkinkan isi
perjanjian baku tersebut akarnlebih banéﬁs emuat hak-hak pemberi waralaba

benih dan kewajibdn-Kewajiban & pener waralaba benih. Syarat ini sangat
merugikan penerima waralaba, Mené ¥at penerima waralaba membutuhkan
kontrak itu, oleh karena “ifu pene 'h)a waralaba menandatanganinya. Di dalam

kafinya tidak seimbang dengan usaha besar. Oleh karena itu
térmasuk dalam lingkup hukum privat diatur pula oleh

> Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba,
memberikan definisi waralaba yaitu  merupakan perikatan dimana salah satu pihak
diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual
atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak dengan suatu imbalan berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan atau penjualan
barang dan atau jasa Bdgk dengan Pedoman Pengembangan Waralaba Benih Tsanaman
Perkebuanan , op.cit.

"Ibid. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal seperti jenis, harga,
jumlah, warna, tempat, waktu dan bebrapa hal yang specifik dari objek yang diperjanjikan.

77 Mariam Darus Badulzaman, Perlindungan konsumen ,opcit.

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1999,
hlm 344
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Hukum yang mengatur perjanjian kemitraan waralaba selain hukum
privat tersebut juga hukum publik. Pengaturan isi perjanjian tidak semata — mata
diberikan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi Pemerintah. Menurut
Pasal 10 Kepmen Perindag No.259 Tahun 1997, menteri Perindustrian dan
Perdagangan  atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran
penvempurnaan atas perjanjian waralaba. ™ Khusus dalam perjanjian waralaba
benih tanaman perkebunan, Dinas Perkebunan setempat, ditunjuk sebagai
pejabat yang dapat memberikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba
tersebut sekaligus berfungsi sebagai penengah atau arbitrase. Oleh karena
itu Dinas Perkebunan turut serta dalam mengesahkan perjanjian tersebut.™
Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba, sesuai vang tertuang
dalam Pasal 15 PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dagat dildksanakan oleh
Menteri Perdagangan.

Perlindungan terhadap pengusaha kecil tertuangspula fada/Pasa
44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan®' jo. Pasal 16, Pdsal L DK epiie

259 Tahun 1997 mengatur Tentang Perjanjian Kemitraan Waral . Penjelasan
dan Pasal 9 ayat 2 PP No. 42 Tahun 2007 Tehtang \Waral ahwa pemberi
waralaba berkewajiban mengutamakan pengiiaha kecild nengah 5

Pasal 9 ayat 2 PP No.42 tahun 2007 tetiang War menguraikan bahwa
pemberi dan penerima waralabal méngutamiakan @gunaan barang dan atau
bahan hasil produksi dalamnegert schanyaksbaayalnya sepanjang memenuhi
standar mutu barang dan/fasa vans ditetapk@cara tertulis oleh pemberi
waralaba berdasarkan perjanjian waralab:.
**Sudah saatnya perjanjian Wwar x memiliki pengaturan yang lebih
kuat melindungi pegushha kecil. aga&t mendorong perkembangan bisnis

Q

= dir Muhammad, Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1999,
bahwa Men#griy Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat lain yang

ditung erikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba antara pemberi
waralalia rigna waralaba atau antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba
lanjutak unt dungi kepentingan : (1) penerima waralab/penerima waralaba lanjutan; (2)
keikuts§taan a kecil dan menengah sebagai penerima waralaba/penerima waralaba
lanjutan ertaan pengusaha kecil dan menngah sebagai pemasok barang dan jasa.

an Pengembangan Waralaba Benih Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal
Perbenihan BimarProduksi Perkebuan Departemen Pertanian, Jakarta, 2003, hlm 10. Saat ini
perjanjian waralaba ( franchising ) digunakan antara penghasil verietas dengan perusahaan
swasta atau penangkar benith dan asosiasi petam petam di wilayah pengembangan perkebunan
untuk memenuhi kebutuhan benth unggul di wilayah tersebut.

® Pasal 4 PP No. 42 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menyatakan bahwa pemberdayaan
usaha kecil bertuyjuan antara lain : pertama menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandini serta dapat berkembang menjadi usaha
menengah; kedua meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional ,
serta pemingkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang
punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

# Ibid. Bdgk dengan Penjelasan PP No, 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembinaan
usaha waralaba perlu didorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil, dan menengah
untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba yang handal dan mempunyai daya samng didalam
negeri dan luar negeri. Dan Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pemebri waralaba harus
bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah.

¥ Pasal 9 ayat 1 PP No.42 tahun 2007 tentang Waralaba.
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yang adil. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Tentang
Waralaba yang menghapuskan PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba,
diharapkan dapat melindungi pengusaha kecil. Sejalan dengan pendapat Amir
Karamoy bahwa Pemerintah perlu  membuat peraturan yang kuat
untuk mengatur bisnis waralaba agar dapat mendorong bisnis yang sehat, **
mengingat saat ini masih banyak pemberi waralaba yang melanggar PP No. 16
Tahun 1997 tentang waralaba.® Tujuan dibuatnya pengaturan tersebut agar
tidak terjadi persaingan yang tidak fair dan untuk melindungi penerima
waralaba dari tindakan curang pemberi waralaba.™

Saat ini walaupun telah lahir pengaturan baru waralaba yaitu PP No. 42
tahun 2007 tentang Waralaba menggantikan PP NO. 16 tahun1997 tentang
Waralaba, namun pengaturan baru tersebut lebih bergficntasi, pada upaya
pencapaian kepastian berusaha dan kepastian hukum memasarkén produk, belum
mengatur secara jelas dan tegas partisipasi penuh saha Kecil/dan Y@nengah
yang bermitra dengan swasta besar kearah bisnis yang adil/fai

Perjanjian waralaba benih mengandungm élemen pent antara lain
pemberi waralaba memberikan atau me Slisensikan® @ak eksklusif
kepada penerima waralaba benih, mengaddung aspek tara

a. Paten dan Perlindungan Varietd§lanaman (P‘@)

lain :

b. Merk. M
c. Rahasia dagang
Baik penemuan pateh, merkimauput - r a dagang sebelum menjadi

objek perjanjian waralaba petlihterl ebifindaliu, ﬁﬁh aftarkan sesuai dengan kriteria
yang tertuang dalam pasal 3 ponit*ft. @ No. 42 Tahun 2007 Tentang
Waralaba,*’agar nf€nflapat perlindun sehingga bisnis ( waralaba ) tidak
rawan terhadap pelanggaran. Denén didaftarkannya penemuan-penemuan
tersebut  di atas, penithik h%} akan memiliki  hak eksklusif  untuk

penemuanny, ak akan diberikan oleh negara dan
dilindyfigi jhsec®a “hukum.“Pemilik hak eksklusif dapat menuntut di
i aga s€seorang yang  telah memanfaatkan hak tanpa seizin

¥ Amiearamoy, selaku pendiri Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia ( Wali )
meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat untuk mengatur bisnis waralaba agar
dapat mendorong bisnis yang schat. Menurutnya masih banyak waralaba yang melanggar PP
No. 16 Tahun 1997. Bdgk dengan pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bahwa RUU
vang kini digodok adalah RUU Perdagangan akan mengatur bisnis waralaba dan Lisensi. Pada
artikel “Waralaba Masuk RUU Perdagangan “Pikiran Rakyat, 22 Nopember 2005, hlm 22.

¥ Amir Karamoy, selaku pendiri Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia ( Wali )
meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat untuk mengatur bisnis waralaba agar
dapat mendorong bisnis yang sehat. Menurutnya masih banyak waralaba yang melanggar PP
No. 16 Tahun 1997. Bdgk dengan pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bahwa RUU
vang kini digodok adalah RUU Perdagangan akan mengatur bisnis waralaba dan Lisensi. Pada
artikel “Waralaba Masuk RUU Perdagngan “Pikiran Rakyat, 22 Nopember 2005, hlm 22.

% Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada kesempatan membuka Pameran Franchise &
Bisnis Opportunity, Jakarta, 15 Nopember 2005.

¥ Pasal 3 point f PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Waralaba harus memenuhi
kriteria : Hak kekayaaan intelektual yang telah terdaftar.
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Namun demikian, sampai  saat ini, yang menjadi kendala dalam
pengembangan waralaba benih perkebunan adalah belum adanya varietas
tanaman yang didaftarkan baik menurut ketentuan Paten, PVT, Merk * maupun
rahasia dagang. Sehingga pemberi waralaba tidak memliki hak eksklusif
akibatnya memiliki kedudukan yang lemah secara yuridis.

Pemberian nama yang merupakan salah satu lingkup perlindungan
varietas tanaman sesuai dengan Pasal 2 (1) UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT
menyatakan bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis
species tanaman yang diberi nama. Pasal 2 (6) point f UU No. 29 Tahun 2000
Tentang PVT menyatakan bahwa varietas yang dapat diberi PVT harus diberi
nama yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan
ketentuan bahwa nama varietas dapat diajukan sebagaidnciekdagang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merk  vdiietas ymerupakan

tanda pembeda, menunjukan mutu, asal muasal, dan lasalitas ?
Rahasia dagang sebagai informasi yang/ fidak diketaliyg h umum
di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai ailai ekonoiiis a berguna

dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya Olch perg& rahasia dapat
dialihkan haknya melalui lisensi pada penefima waralaba milik rahasia.®

Berbeda dengan HKI lainnyagi@ahasia sdagan @empakan informasi
yang tidak diketahui umum, ddii harus /dijaga ke aannya oleh pemilik,
maka terkait dengan perjanji@isay dfal abd bemih, as tanaman dilengkapi
dengan perjanjian untukfienjaga kerahamaan?%

Perjanjian waralaba™ selalu mengan% syarat-syarat untuk mencegah
penerima waralaba mengungkapkan jent 03 ormasi tertentu. Dengan demikian
penemu informasi “menyediakan info@ atau ide kepada pihak lain dengan
syarat bahwa pihak Yaifswaiild m kerahasiannya.””

Penerima waralaba benili Q}hak menggunakan nama varietas tanaman

pewaral de ‘\teknis, s§5 prosedural dan atau HKI serta industrial
yang duk g oleh, bantuar™ teknis dan komersial secara terus menerus
pada waralaba Oleh karena itu pemberi waralaba membebankan

kewajiban pdfa /peierima waralaba untuk melaksanakan bisnisnya sesuai
waralaba. Sebagai reward-nya pemberi waralaba berhak
n betupa initial fee, royalti dan biaya lain.

Dengangdemikian jembatan, fasilitator atau sarana yang dapat digunakan
untuk mengembangkan agribisnis berdaya saing terutama dalam mengatasi
kendala teknologi varietas tanaman bagi pengusaha kecil, langkah yang tepat
melalui startegi perjanjian kemitraan waralaba benih,”’ harus dianut dan
diakomodir dalam peraturan perundang-undangan berbentuk “undang undang”
waralaba, akan memperkuat kedudukan pengusaha kecil, sehingga tumbuh
menjadi pengusaha menengah yang tangguh mandiri, meningkatkan peranan
usaha kecil dalam pembentukan produk nasional. serta peningkatan dan
pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung

¥ Pemberian nama yang merupakan salah satu keharusan

¥ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua. Op cit, hlm 452.
**Tbid, hlm 457.

*ibid
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serta menunjang kesejahteraan rakyat, memperkukuh struktur perekonomian
nasional.

Sebagai perwujudan hal tersebut di atas, saat ini Dirjen Bina Produksi
Perkebunan DEPTAN telah menyelenggarakan perjanjian waralaba benih
tanaman perkebunan dengan berlandaskan kepada PP No. 42 Tahun 2007
Tentang Waralaba jo. UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman ( PVT ), dimana pemegang hak PVT dapat memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil
panen yang digunakan untuk propagasi,’” “dengan memberi lisensi.*

Namun demikian, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut adalah belum adanya inventor  produk varietas tanaman Indonesia
yang telah mendaftarkan haknya baik melalui UU Paten gnaupun melalui UU
PVT. Padahal pendaftaran yang merupakan salah satu Kfitesia waralaba sesuai
dengan pasal 3 point f PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba . 4kan bawa
konsekuensi hukum bagi pemberi waralaba untuk fpcmperoleh eksklusif
sehingga pemberi waralaba akan memiliki mamfaat secara ltu mis berupa
royalty dari orang atau badan hukum lainf yang mengg ‘«& hak tersebut
berdasarkan surat perjanjian lisensi, s€hingga rewar U%t’ersebut dapat
menimbulkan gairah untuk mencari in@Vasi-1novasi leb'@njut.

Saat ini Dirjen Bina Prddukéi Perkebunan @AN menyelenggarakan
perjanjian waralaba benih/farietas tatiaman perkeBunan dengan  mengacu
kepada Pasal 4 PP No. 42 tdhun 2007 tentads W ba , jo. Pasal 42 UU No.29
Tahun 2000 Tentang PV, mengatur ~balfWg'pemegang hak PVT memiliki
hak untuk menggunakan dan memberika 63r etujuan kepada orang atau badan
hukum lain untuk™ enggunakan as berupa benih dan hasil panen
yang digunakan untuk’ pepagdsi “b@ﬁgﬁarkan surat perjanjian lisensi.
Namun demikiarn, set%%%endala perjanjian waralaba benih untuk

ngkan agribi sampai saat ini belum ada inventor varietas
nagjonal yaig didaftafkan baik melalui hak Paten maupun melalui UU
jaiany yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum berdasarkan
lisens{, na ry berdasarkan MoU. Tidak didaftarkannya varietas tanaman
tidak memiliki kekuatan hukum berupa hak eksklusif sebagai
ukuin’ yang pasti terhadap temuan varietas tanaman, sehingga
apabila ‘ada,pibik lain yang menggunakan hak tersebut tanpa hak, tidak
memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Achmad Baihaki bahwa suatu varietas baru  ditemukan dan
dilepas, varietas tersebut sudah bisa direproduksi oleh pihak lain, sehingga
peluang untuk memperoleh keuntungan bagi penemu menjadi kecil.”* Hal ini
tidak mendorong penemu untuk lebih kreatif menghasilkan inovasi baru.

°2 Pasal 6 jo. Pasal 42 ayat 1 UU PVT No. 29 Tahun 2000.

> Nina Nurani, Daya Saing Agribisnis....... , opcit him 97

** Achmad Baihaki, Prospek Penerapan * Breeder Right’Di Indonesia. Makalah
disampaikan dalam : Simposium Pemuliaan IV. Tema: Pemuliaan Untuk Meningkatkan Mutu
Produk Dalam Mendukung Agribinsi. PERIPL. 24-25 Mei 1996, Fak Pertanian UPN “ Veteran “,
Surabaya, Jawa Timur. Hlm 9.
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Menurut Hendarwati,”” kendala vyang dihadapi dalam pengembangan
waralaba benih perkebunan saat ini adalah antara lain kurangnya peran serta
swasta besar dalam industri benih untuk menghasilkan benih bermutu.

Dengan demikian untuk memacu penemuan teknologi varietas unggul
bermutu agar mampu menghasilkan benih unggul, peran industri perbenihan
swasta nasional sangat menentukan. Pembiayaan penemuan varietas unggul
bermutu oleh pihak swasta dapat digerakkan dengan mendorong industri
perbenihan tanaman melalui kondisi  kondusif berupa perlindungan terhadap
hak varietas tanaman’® diberikan oleh negara dilindungi secara hukum.”” Oleh
karena itu sebelum lahirnya UU PVT, vaitu UU No. 29 Tahun 2000, Undang-
undang Paten dengan berbagai kelemahannya, belum memberikan jaminan
perlindungan hukum berupa hak eksklusif tersebut terhadap témuan varietas
baru tanaman, menyebabkan kontribusi perusahaan swasta Sangat Kool

Saat ini walaupun telah lahir UU PVT begilaut” perangkatnya, berupa
Kantor Pusat PVT, di bawah naungan Departenien Pertanian, Jumlah
pendaftar varietas tanaman baru enam pendaftagedan semuatiya ah inventor
asing.”® Padahal peran industri perbenihan swista kKhisusnya (&t ional dituntut
berperan dalam upava meningkatkan produlisi varietas b otensi  industri
perbenihan swasta untuk tumbuh menjadi ndusti yang\,nhkl divisi Research
& Development besar,” akan meflatill dana masyar: bentukan suasana
kondusif berupa perlindungandiak vatictas tanantap-valtg memadal sebagai bagian
HKI, bagi kegiatan penelitidil mcrakit - Vagilas @pengembangannya di sektor
swasta dengan memberikan ik ekskhust ak bah kondisi tersebut ‘%

Dengan demikian, pefjanjian @l alaba benith scbagai strategi
pengembangan agtibisnis berupaya danya jaminan penyediaan benih
unggul bermutu sampai di tingkat %éumen selain menumbuh kembangkan
usaha kecﬂ/menengah bidang»p hvmhan vang menyediakan benih dengan

Rltepat waktu @ t jumlah, tepat lokasi, tepat jenis dan tepat

ancafd dengan Hendarwati Kepala Bidang Waralaba Benih Perkebunaan

ad Rathaki, dan Meddy Rachmadi, Konsepsi.op.cit, hlm 6.

7T Zelm@l Baihaki, Prospek Penerapan “ Breeder Right”Di Indonesia. Makalah
disampaikan dalam : Simposium Pemuliaan IV. Tema: Pemuliaan Untuk Meningkatkan Mutu
Produk Dalam Mendukung Agribinsi. PERIPL. 24-25 Mei 1996, Fak Pertanian UPN “ Veteran ©,
Surabaya, Jawa Timur. Hlm 9.

% Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Teknik, Dannial Effendie, 15 Mei
2005. Dua tertanggal 25 Nopember 2004 dan empat tertanggal 31 Desember 2005. Keenam
pendaftar tersebut masih dalam tahap  melengkapi prosedur persyaratan yang ditentukan
terutama persyaratan uji laboratorium yang memerlukan waktu relatif lama dalam Nina Nurani,
Daya Saing Agrisbisnis, opcit, hlm.173

# ibid, hlm 7. Jumlah perusahaan perbenihan , 1993/1194 untuk komoditi hertikulturan
248, padi 861, palawija 214 total 1323 perusahaan Dari jumlah tersebut hanya sedikit yang
melakukan kegiatan penelitian pemuliaan untuk menghasilkan varietas barw dan terbatas pada
hibrida. Umumnya  perusahaan tersebut tidak memiliki  divisis riset dan pengembangan.
Investasi dana untuk penelitian pemuliaan masih sangat mimim.. hlm 7 dalam 1bid

% Nina Nurani, Daya Saing Agribisnis dalam ibid, hlm 173 dalam ibid

! Pedoman Pengembangan Waralaba Benih .. .....Deptan, op.cit, him 2. dalam ibid
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mutu guna pencapaian produksi optimal. Hal ini disebabkan karena
perkembangan industri perbenihan perkebunan selama ini masih  belum
memadai.'"’

Sesuai dengan Rencana Startegi yang telah ditempuh oleh Dinas
Perkebunan dalam upaya pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan
menunjang kesejahteraan rakvat perlu pengoptimalan pemanfaatan varictas
tanaman melalui strategi perjanjian waralaba benih. Hal ini digunakan pula
untuk mengembangkan komoditas agribisnis lainnya, baik komoditas pangan
maupun komoditas hortikultura lainnya yang memiliki prospek pasar luas
dan memiliki potensi strategis sebagai sarana pengembangan agribisnis.'” Oleh
karena itu dibutuhkan pengaturan rejim HKI yang tepat _saitu UU No. 29
Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanamand =~ damh, perlu  pula
didukung oleh perundang-undangan Tentang Induftsi Porbenthan vyang
mengacu pada UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindunaf Var‘ietas%&naman
tersebut.

C. KESIMPULAN DAN SARAN *Y’

Kesimpulan @

Berdasarkan hasil geémbahiasatt tedhad oJ’Pengen"lba,ngan Agribsisnis
Sebagai Sektor Unggulan™ Melalui Berjany ‘&'Naralaba Benih  Menunjang
Kesejahteraan Rakyat “dapat “ditarik kem n sebagai berikut :

1 Pengaturan huk@ity, yang mieham kaidah agribisnis berikut strategi
pengembangannya" belum difo dalam satu undang-undang. Belum
konsistennya, dan “Kurangn {%epastlan sarana hukum vang bersifat

sahg merupa salah satu faktor penghambat dukungan

kesgjahtegaarfyak yat.

2. Stiatesy fépat dalam pengembangan agribisnis sektor unggulan,
di lglui perjanjian waralaba benih menunjang kesejahteraan
ralfyat fremanfaatkan potensi  varietas tanaman, dilandasi UU

dahun 2000 tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman.
Pengaturan gperjanjian kemitraan agribisnis terkait waralaba benih yvang ada
saat ini hanya berupa Peraturan Pemerintah dan Kepmen Perindag.,demikian
pula dengan lahirmya PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba belum belum
memberikan pengaturan yang kuat untuk menghantarkan bisnis yang “fair.
Agar dapat menunjang kesejahteraan rakyat, diperlukan pengaturan perjanjian
waralaba dalam bentuk “Undang-undang”.

Y2 Dari total areal perkebunan seluas+ 14,7 juta ha tahun 2000, penggunaan benih
unggul masih terbatas pada Perekebunan Besar Negara, perkebunan Besar Swasta dan proyek-
proyek perkebunan yang luasnya sekitar 5,2 juta ha atau + 35 % dan total areal perkebunan,
sedangkan sebagaian besar areal Perkebunan Rakyat umumnya masih rendah dibandingkan
produktivitas potensialnya dalam Daya Saing Agribisnis, hlm 145.

" ibid, hlm 3 dalam Nina Nurani, Aspek Hukum dalam Daya Saing Agribisnis, dalam
ibid
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Saran

Saran-saran yang dapat diberikan setelah melakukan pembahasan adalah
pemerintah agar lebih proaktif dalam upaya pengembangan agribisnis sebagai
sektor unggulan dalam meningkatkan pemberdayaan pengusaha kecil, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi varietas tanaman dalam menunjang
kesejahteraan rakyat melalui:

a. Pengundangan pengaturan agribisnis yang mengandung prinsip keadilan
dan demokratisasi usaha agribisnis berikut strategi  pengembangannya
yang difokuskan dalam satu undang-undang.

b. Perlunyva segera  pemerintah mengundangkan ketestuan perundang-
undangan  yang lebih kuat mengantarkan bigfiis Vane “fair/adil,
berbentuk Undang-undang, schingga dapat meinb 1
yang memadai utamanya bagi pengusaha agribi
berbagai keterbatasan dari penguasaan penguéal
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